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SURAT KEPUTUSAN
CAMAT DENPASAR TIMUR
NOMOR 0008.3.2 /06/ DENTIMI2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK {SPP) KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Menimbang

Mengingat

. a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

sesuaidengan asas penyelenggaraan pemenntahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewsajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sefiap penyelenggaraan
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Publik tersebut

dipandang perlu menaiapkan Standar Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan periimbangan huruf 2 dan b dipandang periu
meneatapkan Keputusan Camat Denpasar Timur;

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat |l Denpasar (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1992 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor;

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 188% ientang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daerah

{Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 589,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},




e

10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Fublik

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20089 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Atas Penyelenggsraan Pemenntah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi Dan
Tugas-tugas Pembantuan (Lembaran MNegarz Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran MNegara Repubiik
Indonesia Momor 4816);

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 MNomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206):

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolsan Keuangan
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
FPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

. Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun

2014, tanggal 21 November 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin




18,

19.

20.

21,

22,

Menetapkan

Usaha Mikro dan Kecil (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1814);

. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan RE No.14/2017) tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 2 Februari 2021
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terinlegrasi secara Elektronik

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Anggaran Perubahan Atas Peraturan Daerah Momor 4 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 ;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40a Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Sebagai Kewenangan Walikota kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kola Denpasar:

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2024, Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2024;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 23 Fabruari
2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanazn lzin Usahs
Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Denpasar (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5):

MEMUTUSKAN -

KESATU - Standar pelayanan pada Kecamatan Denpasar Timur sebagaimana
lercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA - Ketentuan Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum Kesatu
memuat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
Pengelolaan dan penyampaian pelayanan meliputi -
. Dasar Hukum:

Persyaratan:

Sistem, mekanisme dan presedur;

Jangka wakiu pelayanan:

Biayaitarif,

Produk Pelayanan;

Penanganan pengaduan, saran dan masukan:

Kompetensi Pelaksana:

Jumiah Pelaksana ;

Pengawasan Internal

Jaminan Pelayanan;

Jaminan Keamanan dan Keselamatan:
- Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas:

Evaluasi Kinarja Pelaksana.
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KETIGA

Standar Pelayanan sebagamana dimaksud dalam Diklum Kedua
dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan cleh pegawai pada
Kecamatan Denpasar Timur

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2026
Camat Denpasar Timur,

Ketut Sni fi, S KM K M Kes
Pembin I/ IV b
MIP. 1971

Tembusan disampaikan kepada:

Yth.
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Walikota Denpasar,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Inspektur Kota Denpasar..

Kepala Bagian Organisasi Sekretanat Kota Denpasar

E&paFa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
rsp




LAMPIRAN © KEPUTUSAN CAMAT DENPASAR TIMUR
TANGGAL : 12 Januan 2026

NOMOR 000.8 3 2/06/DENTIM/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) KECAMATAN
DENPASAR TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian wilayah dari Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur yang
terbagi atas 11 (sebelas) desa dan 4 (empat) kelurahan ini, memiliki peran dalam
mendukung berjalannyaroda pemerintahan di wilayah Kota Denpasar. Termasuk pula
dalam hal pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan, tugas camat dalambidang pelayanan di wilayah kerjanya meliputi
perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi percepatan pencapaian
standar pelayanan minimal, efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada bupatiiwali kota Lebih lanjut, pada
pasal 11 disebutkan bahwa, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati/wali kota, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yang ferdiridari pelayanan perizinan dan
pelayanan nonparizinan

Sesual dengan amanal peraturan pemerintah tersebut, adapun jenis layanan di
Kecamatan Denpasar Timur, yaitu,

A Layanan Perizinan

I. Layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIE)
bagi UMK dengan resiko rendah sd menengah rendah

B. Layanan Non Perizinan

Mengetahul surat permyataan silsilah

Mengetahui surat pemyataan Ahli Waris

Mengetahui surat pemyataan bagi waris

Mengetahui surat pemyataan persetujuantidak keberatan
Mengetahui Surat pernyataan Perwalian

Mengetahui daftar susunan keluarga

_-\-\.J ?‘.}nh:‘u!;-—

Mengetahui berkas proposal

Mangetahul surat kawin/belum kawin

Mengetahui surat pernyataan Orang yang sama/satu
0 Layanan Pojok Konsultasi Desa

| Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Inovasi Ceatar

2 Layanan Froses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Lingkungan

Dalam pelaksanaanya, pelayanan dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan
Kependudukan, yang terdiri atas 1 (satu) orang kepala seksi dan 3 (tiga) orang staff
Kegiatan pelayanan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayan Publik (3PP)
dan Maklumat Pelayanan, dengan diawasi secara internal oleh Sekretaris Camat dan
Camat.

Operasional pelayanan dilakukan setiap kerja, dengan rincian sabagai berikut

~ Senin- Kamis | - | 08.00 — 14.00 Wita
|
Jumat 08.00 = 12 00 Wita




Sementara itu, Kecamatan Denpasar Timur juga menyelenggarakan pengelolaan
pengaduan, bak pengaduan langsung maupun pengaduan elekironik. Pengaduan
langsung dapat disampaikan melale meja pengaduan yang tersedia di ruang
pelayanan. sedangkan pengaduan elekironik dapat disampaikan melalui kanal Telepon
Pelayanan KecamatanDenpasar Timur di nomor {0361)224126, media sosial (instagram
@infodentim dan facebook Kecamatan Dentim).

B. RINCIAN STANDAR PELAYANAN
. LAYANAN PERIZINAN

1.1 PELAYANAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI USAHA
MIKRO DAN KECIL DENGAN RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

No | Komponen
1. | Dasar Hukum

‘2. Persyaratan

i
(3. | Sistem, Mekanisme dan
i Prosedur

3. Peraturan

bt ad -

Uraian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021, Tanggal 2 Februan 2021 Tentang
Pelayanan Penzinan Berusaha terintegrasi
secara Elektronik,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 83 Tahun 2014, tanggal
21 November 2014 tentang Pedoman
Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecl
{Berita MNegara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1814),

Menter Pendayagunaan
Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan RB
No.14/2017) tentang Pedoman Survei
Kepuasan  Masyarakat Unit  Kerja |
Pmm[enggaman_P&Eyanan Pubiik; |

Salinan KTP |
salinan NPWP (jika ada)
Salinan BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan (jika ada)
Alamat e-mail Aktif |
Nomor Handphone/Telepon

Pemohon  menginformasikan  kegiatan |
usahayang akan didaftarkan dan petugas
melakukan pengecekan tingkat resiko

BPJS

-

usaha;

1. Pemohon dengan skala usaha rendah dan
manengah  rendah  mengisi  formulir
pendaftaran NIB dan melengkapi
persyaratan;

| 3. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi

| 6. Pamohon

‘4. | Jangka Waktu
Penyelesaian

oleh petugas;

4 Setelah berkas persyaratan lengkap, NIB
diproses oleh petugas;

5. Petugas mencetak dokumen NIB dan
dokumen lain yang lerbit setelah proses
pendaftaran selesai |

mengisi  survei  kepuasan |

_ masyarakat (SKM). |

10 Menit '




5 | Biaya Tanf Tidak dipungut biaya

-

6. | Produk Layanan | NIB dan berkas lain yang terbit dari sistem
| 0SS ;
'7. | Penanganan pengaduan, | 1. Pengaduan non elekironik,
| saran dan masukan 2. Pengaduan elektronik;

No Telepon © (0361)224126
Instagram | @infodentim
Facebook - Kecamatan Dentim
Loket layanan perizinan,
Meja pengaduan;
Ruang tunggu;
Toilet, |
Televisi,
Bahan bacaan,
Banner pelayanan,
Mesin Antrean,
Memahami tugas dan fungsi —
Mampu berkomunikasi dengan baik
Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun)
10. Jumiah Pelaksana | Dilakukan cleh Seksi Pelayanan Umum dan
' Kependudukn pada Kecamatan Denpasar
Timur terdin dan 1 crang Kepala Seks| dan 3
orang staf
11. Pengawasan Internal Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung
| | jawab layanan pada Kecmatan Denpasar |
Timur
12. Jaminan Pelayanan ‘Dengan ini  menyatakan  sanggup
melaksanakan tugas sesuail standar pelayanan
yang Uah ditetapkan dan apabila hdak
| menepati janj kami siap menerima sanksi
' sEsUal peraturan perundang-undangan
(Maklumat Petayanan)
13. Uaminan Keamanandan |Dengan  ini  menyatakan  sanggup |
Kesalamatan | melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan
'yang telah ditelapkan dan apabila tidak
\menepati janji kami siap menenma sanksi
| sesuai peraturan perundang-undangan
~ - (Makiumat Pelayanan) |
14. | Evaluasi Survel Kepuasan Masyarakat (SKM)
: Kinerja Pelaksana

'_E-.__E_;H_'EI-I'I-EI. dEl.I:III:'rBSEIE- ana
dan/atau fasilitas

L R - = = T R

8. Kompetensi Pelaksana

Il. LAYANAN NON PERIZINAN
2. 1MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN SILSILAH

' No Komponen Uraian

1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 |

| tentang Pelayanan Publik {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008

i Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |




2 Persyaratan

'3, Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

4 | Jangka Waktu
Penyelesaian

'5 | Biaya Tarif

da L b

. Pemohon

53 Produk Layanan

Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan RB
No.14/2017) tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Kerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Surat Pemyataan Silsilah Keluarga dan |

Surat Permmyataan Ahli Waris yang telah
diketahun oleh Kepala Dusun/Lingkungan
dan Lurah/Kepala Desa

Salinan KK dan KTP anggota keluarga
Salinan KTP Saksi

Salinan akta kematian/surat ket. Kematian
dari kepala dusunilingkungan yang sudah
disahkan oleh lurahfkepala desal surat
kematian dar RS

~ Salinan bukti kepemilkan harta atau

kepentingan lain sesuai keperluan pemohon

mengajukan berkas Surat
Pernyataan Silsilah dan Waris;

2 Berkas diterima dan diverifikasi oleh
| petugas,
3. Petugas melakukan verifikasi lapangan (jika
diperlukan)
4 Camat mengetahui Surat Pernyataan
Silsilah dan Waris;
5 Petugas melakukan pencatatan dan
memben nomor registrasi;
6 Berkas dikembalikan pada pemchon;
7. Pemchon mengisi survei kepuasan
masyarakat (SKM)
| 10 Menit
Tidak dipungut biaya

Surat Pemyataan Silsilah yang sudah diketahul
oleh Camat,

T Fen anaaﬁa'n
pengaduan, saran dan
masukan

1.
2,

Pengaduan non elektronik;
Pengaduan elektronik,

No Telepon - (0361)224126
Instagram . @infodentim
Facebook . Kecamatan Dentim

'8  Sarana danPrasarana
danfatau fasilitas

g _:Hnﬁpemnﬂl Pelaksana

0 =i M on B LD Ry -

L ha

Loket layanan perizinan;
Meja pengaduan,
Ruang tunggu:

Tailet;

Televisi,

Bahan bacaan;

Banner pelayanan,
Mesin Antrean,

Memahami tugas dan fungsi
Mampu berkomunikasi dengan baik

Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun)

|




110, Jumlah Pelaksana Dilakukan cleh Seksi Pelayanan Umum dan
' Kependudukn pada Kecamatan Denpasar Timur
terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf |

11, 'Pengﬂwman Internal Dilakmkanﬂeh pimpinan dan penanggung jawah
Iayanan pada Kecmatan Denpasar Timur
12. |Jarninan Pelayanan Denrgan ini menyatakan sanggup melaksanakan | |

tugas sesuai standar pelayanan yang tlah
ditetapkan dan apabila tidak menapati ]H!‘Ijr kami
| siap menenma sanksi sesuai |
i pamndang—undangan{hﬂahlumal Faiaranan]' |
13. Jaminan Keamanan dan Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
Keselamatan tugas sesuai standar pelayanan yang felah
‘dﬂetapkan dan apabila tidak menepati janji kami
'siap menerima sanksi sesuai peraturan
|pamndangaundangan (Maklumat Pelayanan)
14, Evaluasi Survei Kepuasan Masz.raralmt {EI{M}
Kinerja Pelaksana

2. 2MEGETAHUI SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Komponen Uraian I

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
, . tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara |
| Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, |

Tambahan Lembaran Megara Republik |
Indonesia Nomor 5038); |

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur |
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tentang Pedoman  Surve Kepuasan
Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik,

2 | Persyaratan 1. Surat Pemyataan Ahli Waris Keluarga dan
Surat Pemyataan Ahli Waris yang telah
diketahui oleh Kepala DusuniLingkungan dan |
Lurah/Kepala Desa |

2 Saklnan KK dan KTP anggota keluarga |

Salinan KTF Saksi

4 Sabnan akta kematian/surat ket Kematian
dan kepala dusunfingkungan yang sudah
disahkan oleh Ilurah/kepala desa/ surat
kematian dan RS.

‘ 5 Sabnan bukii kepemilikan harla atau

No|
1 |

L

kepentingan lain sesuai keperluan pemohon




B

|
| 9

10, |

11,

12

13.

14

' Jangka Wakiu

Penyelesaian

10 Menit

71 Pemohon mengajukan berkas Surat'

Pearmyataan Ahli Wans;

| 2. Berkas ditenma dan divenfikas olehpetugas, |
31 Pelugas melakukan venfikasi lapangan {i|lr.a

diperiukan)

I
4 Camat mengetahui Surat Pernyataan Ahbi

Waris:

5. Petugas melakukan pencatatan dan memberi

nomor registrasi;
6 Berkas dikembalikan pada pamohon;

7. Pemohon  mengisi  survei  kepuasan

masyarakat [SKM).

‘Biaya Tarif

' Tidak dipungut biaya

Produk Layanan

Surat Pemyataan Pernyataan Ahl Waris yang
sudah diketahui oleh Camat.

.F-’:E'-I'IEIFIQHT'IEH
pengaduan, saran dan
masukan

Sarana danPrasarana
danfatau fasilitas

e L

1. Pengaduan non elektronik;

2. Pengaduan elektronik;

No Telepon  :© (0361)224126
Instagram - @infodentim
Facebook . Kecamatan Dant:m
Loket layanan perizinan,
Meja pengaduan

Ruang tunggu,

Toilet.

Televisi:

Bahan bacaan,

Banner pelayanan;
Mesin Antrean;

Kompetensi Pelaksana

Jumlah Pdal-:sana

Pengawasan Intemal

Jaminan Pelayanan

?..Jaminan Keamanan dan
Keselamatan

Memahami tugas dan fungsi

Mampu berkomunikasi dengan baik
Menerapkan Pelayanan 35 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun)

ol o R

|Dilakukan oleh Seks Pﬂhyanﬁn Umum dan

Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur
terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf
Dilakukan oleh pimpinan dan pananggung']ii;é‘t_:
layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

Dengan ini n'ben'_.ratakan sanggup mealaksanakan

Itugas sesuai standar pelayanan yang tlah
'ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami

‘siap menenma sanksi  sesual  peraturan
‘ perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)

I
|

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

‘tugas sesuai standar pelayanan yang telah
| ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami
‘siap menenma sanksi sesuai  peraturan

_perundang-undangan (Maklumat Peia'_.ranan}

Evaluasi
Kinerja Pelaksana

Survel Kepuasan Mas:.farahat {SI{M]




2.3IMENGETAHUI SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS

2 ‘ Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

| 4. | Jangka Wakiu

| 5.

_ Umian
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20089
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5038), |
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 14 ‘

|
|

Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tentang Pedoman  Survei  Kepuasan
Masyarakat Unit Kerja Penyelanggaraan
Pelayanan Publik;

"1 Surat Pernyataan Bagi Waris yang telah |

diketahui cleh Kepala Dusun/Lingkungan dan

Lurah/Kepala Desa

Salinan KK dan KTP anggota keluarga

Salinan KTP Saksi

4 Salinan akia kematian/sural ket Kematian
dar kepala dusunfingkungan yang sudah
diketahui oleh lurah/kepala desal surat |
kematian dan RS '

W ha

|5 Salinan  bukti  kepemilkan harta atau

kepentingan lain sesual keperluan pemaohon

'1 Pemohon mengajukan berkas  Surat

Pernyataan Bagi Waris,

2 Berkas ditenma dan diverifikasi olehpetugas,

3 Pelugas melakukan verifikasi lapangan (jika
diperiuican)

4. Camat mengetahui Sural Pemyataan Bagi
Waris,

5. Petugas melakukan pencatatan dan memben
nomor registrasi;

6. Berkas dkembalikan pada pemohon;

7. Pemohon mengisi survei  kepuasan |
masyarakat (SKM)

o —
Penyelesaian
Biaya Tan(  Tidak dipungut biaya '
 Produk Layanan ‘Surat Pernyataan Bagi Wans yang sudah
diketahui oleh Camat.
ﬁéﬁéﬁgﬁﬂan 1 Féng-&duen non elektronik;

pengaduan. saran dan
masukan

2. Pengaduan elektronik,
No Telepon - (0361)224126
Instagram : @infodentim
Facebook Kecamatan Dentim




B. | SaranadanPrasarana 1 Loket layanan perizinan, |
. danfatau fasilitas Meja pengaduan;
Ruang tunggu;
Toilet,
Televisi;
Bahan bacaan,
Banner pelayanan, I
Mesin Antrean,

Mo~ @ 0 B W R =

6§ |Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami tugas dan fungsi
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3

. Menerapkan Pelayanan 53 (Senyum, Sapa,

Salam, Sopan dan Santun)
| 10, .nur-mah Pelaksana Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan |
' 'Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur

terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf
11 Pengawasan Internal Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

12 Jaminan Pelayanan | Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
'tu.:gas sesuai standar pelayanan yang tlah
|ditetapkan dan apabila tidak menepali janji kami
|stap menenma sanksi sesual  peraturan
-puﬂ.l'r:lar:g—mu:!angan (Maklumat Pelayanan) .

13 Jaminan Keamanan dan | Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
Kesetamatan lugas sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati anj kami
siap menenma sanksi sasuai  peraturan

pamndanu -undangan (Maklumat Pelayanan)

|14 | Evaluasi | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

| Kinerja Pelaksana

2. 4MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN/TIDAK KEBERATAN

‘No | Komponen Uraian B |
1. |Dasar Hukum /1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nomor 5038);

2. Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tentang Pedoman  Survei  Kepuasan
Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;




| 2. | Persyaratan

' 1 Surat Pernyataan Persetujuan/Tidsk Keberatan

yang lelah diketahui oleh Kepala
DusuniLingkungan dan Lurah/Kepala Desa

2 Salinan KK dan KTP anggota keluarga

K Safinan KTP Saksi

|4 Salinan akta kematian/surat kel Kematian

i dan kepala dusunfingkungan yang sudah
diketahui oleh lurah/kepala desa/ surat
kematian dan RS.

5 Salinan bukti kepemilikan harta atau |
kepentingan [ain sesuai keperuan pemohon

3. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

4. | Jangka Wakiu
Penyelesaian

1 Pemohon mengajukan  berkas  Surat |
Pemyataan Perseiujuanidak Keberatan; |
| 2. Berkas diterima dan diverifikasi olehpetugas,
'3 Petugas melakukan verfikasi lapangan (jika
i diperlukan)
| 4. Camat mengetahn Surat Pernyataan
Persatujusn/Tdsk Keberatan,
5. Peiugas melakukan pencatatan dan membaern
nOMOor registrasi;
6. Berkas dikembalikan pada pemohon; I
7. Pemohon mengisi survel  kepuasan |
masyarakat (SKM).

' 10 Menit

' 5. Biaya Tarif

6. | Produk Layanan

7. | Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

8. | Sarana danPrasarana
dan/atau fasilitas

Tidak dipungul biaya

yang sudah diketahui oleh Camat.

1. Pengaduan non elektronik;

2. Pengaduan elektronik,
No Telepon - (03611224126
Instagram : @infodentim
Facebook Kecamatan Dentim

Loket layanan penzinan;
Meja pengaduan;
Ruang tunggu;

Toilet;

Televisi;

Bahan bacaan,

Banner pelayanan;
Mesin Antrean,

I A

8. Kompetensi Pelaksana

-

Memahami tugas dan fungsi

Mampu berkomunikasi dengan baik

3 Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salamn, Sopan dan Santun)

h =




' 10 Uumlah Pelaksana

Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum da
'Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimu
‘terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf |

- 11, Pengawasan Internal

12 Jaminan Pelayanan

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan

14 | E"JBIU-‘EEI
‘ |H1ner}a Pelaksana

'Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

‘Dengan il menyatskan sanggup melaksanakan
tugas sesum siandar pelayanan yang tlah
ditetapkan dan apabila bhdak menepati janji kami
s@ap menenma sanksi  sesual peraturan

perundang-undangan (Makiumat Pelayar:an}l

-"Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

tugas sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami
siap menenma sanksi  sesual  peraluran
perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.5MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN PERWALIAN

Llrai:n

e
!% _______ omponen

| Dasar Hukum

|
|
| |
_—

2 anym-iatan

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tertang Pedoman  Survel  Kepuasan
Masyarakal Unit Kerja Penyeslenggaraan
Pe{ayanarl Publik;

' 1. Surat Pemyataan Perwalian yang telah |

diketahu oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan

Lurah/epala Desa

Salinan KK dan KTP anggola keluarga

Salinan KIA (yang diwalikan) '

Salinan KTP Saksi

Salinan akta kematian/surat ket Kematian

darn kepala dusunflingkungan yang sudah

diketahws oleh lurah/kepala desal surat

kematian dari RS.

6. Salinan bukti kepemilikan harta atau
kepentingan lain sesuai keperluan pemohon

bW N




"4 | Sistern. Mekanisme dan
| Prosedur

|
"4, | Jangka Waktu
[ ' Penyelesaian
5. | Biaya Tarif

6. | Produk Layanan
-
|

1 Pemohon mengajukan berkas Surat |
' Permyataan Perwalian;
2 Berkas diterima dan diverifikasi olehpetugas,
3 Petugas melakukan venfikasi lapangan (jka
| diperukan)
i-ll. Camat mengeatahui
Perwalian;
5 Petugas melakukan pencatatan dan memben
NOMor registrasi,
6 Berkas dikembalikan pada pemohon;
7. Pemohon mengisi  surver  kepuasan
| masyarakat (SKM).

Surat Pernyataan

~ Vidak dipungut biaya

10 Menit

| Surat Pemyataan Perwalian yang sudah
diketahui oleh Camat

' 7. | Penanganan
pengaduan, saran dan
| masukan

| dan/atau fasiitas

8 |Kompetensi Pelaksana

Pengaduan non elektronik;

2 Pengaduan elektronik;

Mo Telepon . (0361)224126
Instagram - @infodentim
Facebook Kecamatan Dentim

=l

Loket layanan perizinan:
Meja pengaduan;
Ruang tunggu,

Toilet;

Televisi;

Bahan bacaan,

Banner pelayanan;
Mesin Antrean;

-

1. Memahami tugas dan fungsi

| 2. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santunj

I"10. Jumiah Pelaksana

' 11 Pengawasan Internal

'Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan
Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur
terdin dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf |
Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab |
layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

12. Jaminan Pelayanan

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
fugas sesual standar pelayanan yang tlah
ditetapkan dan apabia tdak menepati janji kami
siap menenma sanksi sesual  peraturan
pnxmng-und:ngan (Makiumat Pelayanan)

13. 'JH‘Hlna'rt Keamanan dan
eselamatan

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan L
tugas sesual standar pelayanan yang teiah
ditetapkan dan apabila lidak menepali janji karmi |
siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)




| 14.| Evaluasi

| Kinerja Pelaksana

| Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2 6MENGETAHUI DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

No | Komponen
1. | Dazar Hukum

Uraian

| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang |

'F'elayranan Publik {Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

|Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur |
Negara dan Reformasi Bwokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB MNo.14/2017)
tentang Pedoman Survel Kepuasan Masyarakat
'Unit Kena Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2, | Persyaratan

2

1.

Membawa daflar susunan keluarga yang
sudah ditanda tangan: oleh pemohon
Salinan KK dan KTF Pemohon

3. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

4. | Jangka Waktu

—

' Penyelesaian
5 |Biaya Tarif

RS

6.

i

| 10 Menit

6. | Produk Layanan

‘ Tidak dipungut biaya

Pemohon mengajukan daftar  susunan
keluarga,

Berkas diterima dan diverifikasi olehpetugas,
Petugas melakukan verfikasi lapangan (jika
diperiukan)

Camat mengetahui Daftar Susunan Keluarga
tersebut;

Petugas melakukan pencatatan dan memben |
NoMmor registrasi;

Berkas dikembalikan pada pemohon;
Pemohon  mengisi  survel kepuasan
masyarakat (SKM).

Daftar Susunan Keluarga yang sudah diketanw
oleh Camat

7 Penanganan
pengaduan,saran dan
| masukan

dan/atau fasiiitas

1.

2

Pengaduan non elektronik,
Pangaduan elekironik,

No Telepon {0361)224126
Instagram - @infodentim
Facebook - Kecamatan Dentim

R L T

Lokeat layanan penzinan;
Meja pengaduan,
Ruang tunggu,

Todlet,

Tedewisi,

Bahan bacaan,

Banner pelayanan,
Mesin Antrean;




‘9. Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami tugas dan fungsi
| 2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
. | Salam, Sopan dan Santun) g
10. umiah Pelaksana Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan |
| Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur |
terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf

I B
| 11. Pengawasan Internal Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
E layanan pada Kecmatan Denpasar Timur !
| 12. Jaminan Pelayanan 'Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

| tugas sesual standar pelayanan yang tlah

| ‘ditetapkan dan apabila tidak menepati janji karni
| siap menenma sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)
13_Jaminan Keamanan dan | Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan |
¥eselamatan tugas sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji karmi
siap menerima sanksi sesuai peraturan
pamndangmndangan (Maklumat Fahyanan}
14. | Evaluasi Survei Hapuas&n Masy'arahat {EHM:I I
Kinerja Pelaksana |

2. TMENGETAHUI BERKAS PROPOSAL

Ne  Komponen Uraian ]
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 |
lentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparstur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tantang Pedoman Survel Kepuasan
Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan
Palayanan Publik;
| Persyaratan |. Berkas Proposal
Fotocopy KTP
(Yang sudah diketahui oleh Desa/Kelurshan
' setempat )
3. Sistem, Mekanisme dan Pemohon mengajukan berkas Proposal -
Prosedur Berkas diterima dan diverifikasi olehpetugas,
Petugas melakukan verifikas: lapangan (jika |
diperiukan);
4. Camat mengetabui berkas Proposal,
5 Petugas melakukan pencatatan dan member
nomor registrasi;
i Berkas dikembalikan pada pemohon;
Pemohon mengisi survel kepuasan
masyarakat (SKM)

K

bl ==

Lid

|4 | Jangka Waktu 10 Mentt
| Penyelesaian




5 | Biaya Tarif

6. | Produk Layanan

R

T :Pgnanga'nanpm!gajuan,- 1. Pengadu an non elektronik;

| saran dan masukan

B. | Sarana danPrasarana
dan/atau fasilitas

8. Kompetens: Pelaksana

Tidak dipungut biaya
Surat Pemyataan/Surat Kuasa yang sudah
diketahui oleh Camat.

2 Pengaduan elektronik;

No Telepon : (0361)224126
Instagram . @infodantim
Facebook : Kecamatan Dentim
Loket layanan penzinan,
Meja pengaduan;
Ruang tunggu;

Tailet,

Televisi;

Bahan bacaan;

Banner pelayanan;
Mesin Antrean;

[ N TR 4 B O T % B

|
sl |

Memahami tugas dan fungsi

2 Mampu berkomunikas dengan baik
'3, Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun)

| 10. Jumiah Pelaksana
[

11. Pengawasan Intemal

12 Jaminan Pelayanan

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan

[
[
14. | Evaluasi
. | Kinerja Pelaksana

'Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan

Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur
|terdin dan 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf
|

' Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
|layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

'Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

tugas sesuai standar pelayanan yang tah
ditetapkan dan apabila bdak menepat janji kami
siap menenma sanksi sesual  peraluran
perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)

'Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

tugas sesuai standar pelayanan yang telah
|ditelapkan dan apabila tidak menepati janji kami
siap menerma sanksi sesuai peraturan
 perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)

| Survei Kepua&an'mésyﬂa'akat L’SI{H}

2 BMENGETAHUI SURAT KAWIN/BELUM KAWIN

[No  Komponen
| 1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017)
tentang  Pedoman  Survei  Kepuasan




Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan
Felay-anan Pubslik;

2. Persyaratan 1. Sursat Keterangan dar Kepala
Lingkungan/Dusun yang sudah disahkan oleh
Lurah/Kepala Desa
2 Salinan KK dan KTP Pemaohon
3. | Sistem, Mekanisme dan | |. Pemohon  mengajukan  berkas  Sural |

Prasedur

A

Kawin/Belum Kawin,

Berkas diterima dan diverifikasi olehpetugas,
Petugas melakukan verifikasi lapangan (jika |
dipariukan):

Camat mengetahui Surat Kawin,

Petugas melakukan pencatatan dan membeni
nomor registrasi;

Berkas dikembalikan pada pemohon;

Pemohon mengisi  survei kepuasan
masyarakat (SKM).

L b

=] N

4. | Jangka Waktu
Penyelesaian

10 Mendt

5. | Biaya Tarif

Tidak dipungut biaya

"6 | Produk Layanan

| 7. | Penanganan
| pengaduan, saran dan
| masukan

8. | Sarana danPrasarana
| dan/atau fasiitas
|

Surat Kawin/Belum Kawin yang sudah i
diketahui oleh Camat.

1. Pengaduan non Elaktmnm

2. Pengaduan elektronik,
Mo Telepon : (0361)224126
Instagram - @infodentim
Facebook - Kecamatan Dentim

' 1. Loket layanan penzinan,

2 Meja pengaduan;

3. Ruang tunggu,

4. Toilet;

5. Televisi, .
6. Bahan bacaan,

7. Banner pelayanan,

8. Mesin Antrean.

= s

g Hm‘npetensl Pelaksana

1. Mamahami tugas dan fungsi

2. Mampu berkomunikasi dengan baik

3 Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun)

' 10 Jumiah Pelaksana

Dilskukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan |
Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur
hurﬂndmimrgl{apahf‘ﬂhmdanﬂmrgstaf

' Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
layanan pada Kecamatan Denpasar Timur |

13 Uaminan Keamanan dan
glamatan

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan |
tugas sesual standar pelayanan yang tiah |
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami
‘sap menenma sanksi  sesual  peraturan
perundang-undangan (Maklumat Pelayanan)

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
tugas sesuai standar pelayanan yang telah

| ditetapkan dan apabila lidak menepati janji kami




[

'siap menenma sanksi sesuai peraturan
|pﬂnmdang-umlangan (Maklumat Petayanan)

| 14.] Evaluasi

Kinena Pelaksana

| Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

29MENGETAHUI SURAT PERNYATAAN ORANG YANG SAMA/SATU

No. Komponen - Uraian
1, lDasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
. | Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik
| Indonesia Tahun 2009 Momor 112, Tambahan
' Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
5038):
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 (Permenpan RB No 14/2017) lentang
FPedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. | Persyaratan |. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
| 2. Fotocopy KTF Pemohon,
3. Membawa Sural Pernyataan Orang yang
samaisatu yang sudah diketahui oleh |
Desa/Kelurahan setempat.
3. | Sistem, "I Pemohon mengajukan surat pernyataan orang
Mekanisme dan | samalsatu;
Prosedur 1. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas;
3. Petugas melakukan venfikasi lapangan (jika
diperlukan); |
4. Camat mengetahui berkas yang diajukan;
5. Berkas dikembalikan pada pemohon;
6. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat
(SKM)
4. Jangka Waktu 10 Menit
Penyelesaian |
5. | Biaya Tarif Tidak dipungut biaya
' 6. | Produk Layanan ' Surat Pernyataan orang yang samal/satuyang
diketahui oleh Camat.
7. | Penanganan I. Pengaduan non elektronik; |
pengaduan, saran 2. Pengaduan elektronik,
dan masukan No Telepon  © (0361)224126
Instagram  © @nfodentim
| | Facebook  : Kecamatan Dentim |
8 | Sarana dan | 1. Loket layanan perizinan;
Prasarana 2. Meja pengaduan;,
dan/atau fasilitas 3. Ruang lunggu,
4. Toilet:
5. Televisi;
6. Bahan bacaan;
7. Banner pelayanan,
a

. I'u?eg&in Antrean. |




9. Kompetansi
Pelaksana

10, TJun'ﬂah Pelaksana

1. Memahami tugas dan fungsi

2 Mampu berkomunikas: dengan baik

3. Menerapkan Pelayanan 55 (Senyum, Sapa,
Salam. Sopan dan Santun)

'Dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum dan

Kependudukn pada Kecamatan DenpasarTimur
terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf [

11. |Pengawasan Internal

12 Jaminan Pelayanan

|Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
layanan pada Kecmatan Denpasar Timur

|Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

tugas sesuai standar pelayanan yang tah
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami
siap menenma sanksl sesuail peraturan perundang-
undangan (Maklumat Fetayanan]-

13, Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Dengan ini menyatakan sanggup “melaksanakan
tugas sesua standar pelayanan yang telah
' ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami |
siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan (Maklumat Pelayanan)

14- I Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Survei Kepuasan Masyarakat [SKM)

2.10 LAYANAN POJOK KONSULTASI DESA

No Komponen

| ~ Uraian

" 1 | Dasar Hukum

2 |Persyaratan Pelayanan

3 | Sistem, Mekanisme,
dan Prosadur

1. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa_ yang menjadi landasan hukum
penyelenggaraan pamerintahan dan
pembangunan desa di Indonesia, mengatur
kewenangan. keuangan,serta pemberdayaan
desa

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomar 112, Tambshan
Lembaran Megara Republik indonesia Momor 5038);

17 Peseria merupakan aparat pemerintah desa

2 Menyampaikan permasalan secara jelas dan

bertanggungjawab

1. Perangkat Desa datang ke Pojok Konsultasi Desa
. sesual jadwal layanan
| 2. Perangkat Desa mengisi buku tamu
3. Satpam mengarahkan perangkal desa ke ruangan
pojok konsullasi desa
- 4 Petugas melakukan penenmaan dan klanfikasi
permasatahan
5. Proses konsultasi dan pembenan
! informasi/pendampingan |
| 6. Tindak lanjut atau rujukan ke pihak terkait apabila
diperiukan
7. Pencatatan hasil konsulias




4 | Jangka Waktu 1 (satu) Han
Pelayanan
5 | Biaya/Tanf Tidak dipungut biaya (gratis)

& | Produk Pelayanan
| Sarana dan Frasarana

'-.‘J

Laporan hasil Konsultasi
| 1. Ruang atau pojok layanan yang nyaman
Meja dan kursi pelayanan
. Alat tulis dan formulir pelayanan
. Buku register layanan
. Perangkat pendukung (HP/laptop) bila diperiukan |

8 Kompetensi Pelaksana

| 1. Memahami tugas dan fungsi

Mampu berkomunikasi dengan baik

Memiliki pengetahuan dasar tentang admimistrasi
desa

4. Mengikufi rapat dan pelatihan sesual kebutuhan

L M aen B R

9 |Jumlah Pelaksana | Dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyaraka pada

10 | Pengawasan Internal

11 | Penanganan
Pengaduan, Saran dan
!Masuhan

| 13 | Evaluasi Kinena
14 |Jaminan Keamanan

Kecamatan Denpasar Timur terdin dari 1 orang Kepala
Seks dan 4 orang staf
Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
layanan pada Kecamatan Denpasar Timur.
1. Pengaduan non elektonik, ]
2. Pengaduan elekironik;

No Telepon : (0361)224126

Instagram : [@infodentim

Facebook - Kecamatan Dentim
AppsiWeb : ProDenpasa |
Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan tugas
sesual standar pelayanan yang tlah ditetapkan dan
apabila fidak menepatl janji kami siap menenma sanksi
sesual  peraturan  perundang-undangan (Maklumat
Pelayanan)
‘Survey Kepuasan Masyarakat

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan tugas
sesuai standar pelayanan yang tlah ditetapkan dan
| apabila tidak menepati janji kami siap menerima
| sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
(Maklumat Pelayanan)

211 LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI CETAR
(CEKATAN TANGGAP WILAYAH RAKYAT) PADA IMPLEMENTASI

PLATFORM TERKAIT)

No Komponen

Uraian

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
5038);

| 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun
2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenterarman
Masyarakat Serta Pebndungan Masyarakat

3. Peraturan Walh Kota Denpasar Nomor 53 Tahun
2024 tentang Pengelolsan Pengaduan di



=5

Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Wah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun
2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan
Masyarakat (Pro Denpasar);
2. | Persyaraian 1 NK
Pelayanan 2 HNama Lengkap
3. Email
4. Nomor Handphone/Telepon
5 Dokumentasi laporan
& Informasi lokasi
7. Kronologi laporan .
3 | Sistem, Mekanisme | 1. Pelapor memberikan laporan terkait pengaduan |
 danProsedur yang akan dilaporkan dengan melengkap |
persyaratan kemudian melaporkan ke platﬁ::nn'
terkart
2 Pengaduan vyang dilaporkan oleh pelapor
kemudian akan masuk ke piatform pengaduan
terkait
3. Petugas admin akan verifixasi pengaduan terkadt
biodata pelapor, lokasi laporan dan kronologi
laporan
4 Setelah wverkasi laporan pengaduan akan
| dilaksanakan koordinasi dengan Tim CETAR |
' untuk akan ditindaklanjuti dengan kolaborasi pihak |
! terkait dalam pelaporan pengaduan '
5 Dokumentasi laporan pengaduan akan disimpan
sebagai laporan tindak lanut pada platform terkait
dan akan menjadi arsip
6 Admin mengecek kembali terkait laporan
pengaduan yang sama pada platiorm dan
| 7. Jika ada pelaporan yang sama kembal maka akan
. diverifikasi oleh admin untuk di tindaklanjuti
| kembali dangan memberikan SP 1 sampai dengan
' SP 3 cleh desa/kelurahan sebagai sanksi
4 Jangka Wakiu 5 Hari
Penyelesaian __ |
5. | Biaya Tanf Tidak dipungut biaya
_ B. | Produk Layanan Laporan penanganan pengaduan
(7. | Sarana dan 1. Komputer;
Prasarana dan/atau | 2. Wi,
| fasilitas 3. Printer;
4 Kertas
5 SKTm CETAR
6. SOP Tim CETAR
| |'? Maobil Pemantauan; ]
'8 | Kompetens B | 1. Memahami regulasi terkait ketertiban urmum,
| Pelaksana ketenteraman masyarakat, serta perindungan

masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 10 Tahun 2025

Memahami mekarisme pelayanan pengaduan
masyarakat melalui berbagai kanal, baik aphkasi
Pro Denpasar. media sosial, maupun form

pengaduan manual di Kantor Kecamatan)




| Denpasar Timur

3. Memiliki kemampuan koordinasi dan kerja sarnai
lintas sekior dengan perangkat desafkelurahan,
Satpol PP, dan unsur kewilayahan lainnya.

4 Memiliki kemampuan respon cepat  dan
penanganan lapangan terhadap laporan
gangguan  ketertiban  umum,  kebersihan
lingkungan, dan keamanan wilayah.

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, |
santun, dan humanis dalam berinteraksi dengan |
masyarakat pelapar

6 Meamaham penggunaan teknologl informasi dalam
pengelolaan, dokumentas) dan pelaporan tindak
lanjut pengaduan masyarakat.

7. Memiliki kemampuan melakukan dokumentasi dan |
penyusunan laporan tndak lanjut pengaduan
secara sistemahis dan akuntabel

&, Memaham: prinsip transparansi dan akuntabilitas
pelayanan publik. termasuk penyediaan akses |
informasi hasil penanganan pengaduan kepada
masyarakat melaiui media digital. N

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Kebersihan, Bidang Hubungan Masyarakatl be!jumkahl

T (tuyuh) anggota termasuk koordinator, Bidang |

Keamanan yang melibatkan anggota Regu Cakra

| Dentim Satpol PP Kecamatan Denpasar Timur, serta

Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Tindak Lanjut

yang terdii dan 5 (lima) anggota termasuk

Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
| layanan pada Kecamatan Denpasar Timur

I |
12. | Jaminan Pelayanan Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan

1. Pengaduan non elektronik;

2 Pengaduan elektromk;
No Telepon : (0361224126
Instagram | @infodentim
Facebook : Kecamatan Denhm
Apps/eb - Pro Denpasar

EQ. h..‘lurnlah Pelaksana
'10. | Pengawasan Intemal | Dila
' 11. | Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan

ugas sesual standar pelayanan yang tiah ditetapkan

an apabila tidak menepati janji kami siap menenma
sanksi  sesual  peraluran  perundang-undangan
|[l.|laklumal Pelayanan)

Evaluasi

Kinerja Pelaksana

Jaminan Keamanan Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan '

Survey Kepuasan Masyarakat

tugas sesual standar pelayanan yang tlah ditetapkan
dan apabila tidak menepali [anji kami siap menenma

nkel sesuai peraturan  perundang-undangan
Maklumat Pelayanan)




2.12 LAYANAN PROSES PEMBERHENTIAN DAN PENGANGHKATAN
KEPALA LINGKUNGAN

'No  Komponen
1. | Dasar Hukum

| 2. | Persyaratan
| Pelayanan

B

o

Uraian

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [
Denpasar;

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemernntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerna Menjadi Undang-
Uindang;

. Peraturan Pemenniah Momor 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan;

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 5 Tahun

1881 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa
dan Lingkungan Bamjar Dalam Kelurahan;

. Peraturan Dasrah Nomaor 2 Tahun 2020 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Lingkungan,

. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

2.

I:-‘engangkatan Kepala Lingkungan
1.

Surat lamaran yang bersangkutan untuk menjadi
Kepala Lingkungan,

Berusia 20 {dua puluh) s/d 42 (empat puluh dua)
Tahun saat pendaftaran,

. Berita Acara Pemilihan Kepala Lingkungan dan

Banjar,

Surat Rekomendasi dan Banjar,

Surat rekomendasi dan Kelurahan;

Pendidikan paling rendah SMAfSederajat atau
liazah pendidikan terakhir,

. Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Kepolisian

[SKCK),

Surat Keterangan Sehat dari Dokter,

Pas foto wama ukuran 4x6 berpakaian Endek
(masing-masing 2 lembar};

10. Foto copy Akta Kelahiran, KTP dan KK;

11. Daftar Riwayat Hidup;

12, Fakia Integritas;

13. Sural Pemyataan Bertagwa Kepada Tuhan

Yang Maha Esa,

14, Surat pemyataan memagang teguh

mengamalkan Pancasila serta UUD Tahun 1243
MNegara Repulik Indonesia. mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka
yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas
kartas segel dan barmatarai

Pemberhentian Kepala Lingkungan

|1

Surat Permohonan dan ﬁal_urahan;




En

Foto Copy Surat Pengunduran Din dan Kepala
Lingungan;

Surat Akta Kematian atau Surat Keterangan
Kematian apabia Meninggal Dunia; |
Bukt pendukung apabida diberhentikan karena
dinyatakan sebegai lerpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyal kKekuatan hukum tetap,
Berhalangan tetap. tdak lag memenuhi
persyaratan sebagsi Kepala Lingkungan dan/atau
metanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan,
Foto Copy SK Pengangkatan Kepala Lingkungan;
Foto Copy Kartu Tada Panduduk Elekironk (e-
KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- i
KTP) dari Pejabat berwenang. .

3. | Sistem, Mekanisme
| danProsedur

'Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala |
Lingkungan

1.

Kelurahan berkoordinasi bersama Kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan Denpasar Timur bahwa
akan ada Kepala Lingkungan yang akan berakhir
masa jabatannya;

. Dalam Proses Pemberhentian Kepala Lingkungan

wajib dingatkan & (enam) bulan sebelum masa

jabatan berakhir,
. Dari Kecamatan mengeluarkan surat kepada

Keturahan Mengingat akan berakhsmya masa

jabatan Kepala Lingkungan serta mohon nama Tim

Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala
Lingkungan;

Kelurahan menindaklanjuti surat dan Kecamatan
Perihal | Mengingat akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Lingkungan serta mohon nama Tim
Penjaringan dan Penyanngan calon Kepala
Lingkungan, selanjutnya surat ditujukan kepada
Kepala Lingkungan yang bersangkutan dan
ditembuskan kepada Kelhan Banjar setempat,

. Kelurahan membuat surat undangan ditujukan

kepada KelhanPrajuru Banjar terk ait
pembentukan Tim dan melakukan penunjukan Tim

Penjanngan dan Penyanngan calon Kepala
Lingkungan sertfa meminta data wentitas Nama
Kelihan/Prajuru Banpar serla mengumpulkan Foto
Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP),

Kepala Lingkungan sebelumnya yang habis masa

Jabatan Sebagai Kepala Lingkungan membuat
suratl pengunduran dir;

_Setelah itu dan  Kelurahan selanjutnya

menndaklanutl surat dan Kecamatan dengan
memberikan nama Tm Penjanngan Dan
Penyanngan calon Kepala Lingkungan yang terdin

dar

a HKelua: Lumah




4. | Jangka Waktu
| Penyelesaian
5. | Biaya Tarif
| & | Produk Layanan
' 7. | Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasitas

3 Han

-' b. Sekretans: Kasi Pem
¢ Anggota: Kelihan Banjar

untuk dibuatkan SK Tim Penjanngan dan
Penyarnngan calon Kepala Lingkungan, ,

8. Camat mengeluarkan SK Tim Penjanngan dan
Penyaringan serta sural dengan perihal
Persyaratan Calon Kepala Lingkungan,

9. Selanjutnya Kelurahan menindaklanjuti SK Tim |
Penjaringan dan Penyaringan tersebut seria
ditujukan kepada Kelian Banjar,

10, Tim melakukan Penjaringan dan Penyanngan Ke
Banjar serla membuat Rapat/Parum di Banjar,
dan mengumumkan bahwa akan mencan Calon
Kepala Lingkungan;

11. Dalam melakukan Penjanngan dan Penyanngan
terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan |
maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong |
dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Penntah
Tugas. Pelaksana tugas ditunjuk dan ASN yang
bertugas di Kelurahan atau dan unsur Peranglat |
Kelurahan. Pengesian jabatan Kepala Lingkungan

| yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak

. Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti;

12. Setelah mendapatkan 1 (satu) calon Kepala
Lingkungan Tim bersurat kepada Kelihan/Prajuru

| Banjar untuk dimintai nama dan kelengkapan

persyaratan administrasi calon Kepala

Lingkungan;

13. Calon Kepala Lingkungan wajib melengkapi
berkas persyaratan Calon Kepala Lingkungan;

14, Tim Penjaringan dan Penyaringan bersural serta
menyerahkan berkas persyaratan administrasi
Calon Kepala lingkungan yang sudah disefujui
dan direkomendasi pada rapat Anggota/Krama
Banjar,

|15, Setelah barkas dikirimkan dan diterima pada
Kecamalan, Kecamatan memproses Sk
Pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru,

16. SK dm=erahkan kepada Tim Penjanngan dan
Penyaringan calon Kepala Lingkungan di |
Kelurahan serta mengisi tanda terima berkas.

Tidak dipungut biaya (Gratis)
Surat Keputusan F&nganghatan dan
| Pemberhentian ‘r(epaia_l_.iggkunga_n

.

1. Komputer/Laplop
2. Printer

;

£

pan
P




8 | Kompetens Kompetensi fiap pelaksana pada Kecamatan Denpasar

i Pelaksana Timur dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas
' & | Jumiah Pelaksana  Kepaia Seksi Pemenntahan beserta 4 Staf Kecamatan
Denpasar Timur .

| 10. | Pengawasan Intemal [Dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab
'\layn:_ﬂm_'h pada Kecamatan Denpasar Th_'_p_ur.

11 _Pen.anganan K F'Erngaduan- non elektronik;
. pengaduan, saran 1. Pengaduan elektronik;
dan masukan No Telepon - (0361)224128

Instagram . @infodentim
, | Facebook . Kecamatan Dentim ]
12 | Jaminan Pelayanan Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan
- ugas sesuai standar pelayanan yang llah ditetapkan
n apabila tidak menepati janji kami siap menerma
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
== Maklumat Pelaysnan) ==
| 13| Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat -

| 14| Jaminan Keamanan Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan |
fugas sesuail standar pelayanan yang tiah ditetapkan
dan apabila tdak menepati jani kami siap menerima
sanks! sesual  peraturan  perundang-undangan
(Makiumat Pelayanan)

Camat Denpasar Timur,

1. S.KM., M.Kes.

PembinaflielilV. b
NIP. 1971068261994022001



